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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara menganut sistem demokrasil. Dalam sistem
demokrasi, masyarakat memiliki peran besar dalam menentukan arah dan tujuan
negara’? mengingat kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Pemerintah
bertugas melayani kepentingan-kepentingan rakyat®. Demokrasi merupakan
mekanisme pemerintahan, dimana aktualisasi pemerintahan itu berasal dari rakyat,
oleh rakyat dan untuk rakyat*. Munculnya pemerintahan demokratis dapat dimaknai
sebagai upaya memperbaiki mekanisme pemerintahan yang sebelummnya diwarnai
dengan praktik-praktik pelanggaran hak-hak rakyat, mendahulukan kepentingan
sebagian kecil orang, menempatkan kepentingan pribadi sebagai titik tolak
pelaksanaan pemerintahan dan tindakan-tindakan lainnya®.

Negara Indonesia diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal dimana
pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan mempunyai kekuasaan yang tidak
dibatasi, kekuasaan pemerintah pusat bisa menyerahkan kewenangannya kepada
pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau
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dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau
wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah
dan/atau pemerintahan desa®.

Sebagai sebuah Negara, Indonesia memiliki sebuah konstitusi bernama Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kerangka kenegaraan dan
sistem pemerintahan Republik Indonesia diatur Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara
kesatuan yang berbentuk Republik. Ditegaskan pula bahwa Indonesia adalah Negara
hukum yang berkedaulatan rakyat. Sehingga dengan demikian Negara Indonesia
adalah Negara konstitusi, bersendikan demokrasi dan berbentuk Republik Kesatuan’.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19458,

Mengenai pemerintahan daerah, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
secara tegas menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas
daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang
tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang

diatur dengan undang-undang”. Daerah-daerah provinsi dipimpin oleh gubernur
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sebagai kepala daerah provinsi dan bupati/walikota sebagai kepala daerah
kabupaten/kota. Hal ini, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-
Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing
sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara
demokratis”. Dengan demikian, dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia, keberadaan pemerintahan daerah merupakan ketentuan
konstitusi yang harus diwujudkan®.

Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 menyatakan
bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.
Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara
Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian
pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa
Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan
Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi
yang seluas-luasnya®®.

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-
Undang Dasar Negara Tahun 1945 telah melahirkan berbagai produk Undang-

Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang
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pemerintahan daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang direvisi
menjadi Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dan
kemudian direvisi yang terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya mengalami perubahan, yaitu Undang-
Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.
Kemudian Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah??.

Pemerintah daerah atau lembaga eksekutif daerah merupakan penyelenggara
pemerintahan di daerah bersama DPRD serta yang memegang kewenangan
administrasi pemerintahan daerah tertinggi. Pemerintah daerah terdiri dari kepala
daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemegang pemerintahan tertinggi di daerah
dan sebagai bagian dari penyelenggara Negara. Pemerintah daerah diatur dalam Pasal
18 Undang-Undang Dasar Negara Tahun 19452,

Pengaturan dalam semua undang-undang tentang pemerintahan daerah, telah

meletakkan peranan kepala daerah sangat strategis mengingat kepala daerah
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merupakan komponen signifikan bagi keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini
karena menjadi subsistem dari pemerintahan nasional atau negara. Kepala daerah
merupakan figur atau manajer yang menentukan efektivitas pencapaian tujuan
organisasi pemerintahan daerah. Proses pemerintahan di daerah secara sinergis
ditentukan sejauh mana peran yang dimainkan oleh pemimpin atau manajer
pemerintahan daerah. Dengan kata lain, arah dan tujuan organisasi pemerintahan
daerah ditentukan oleh kemampuan, kompetensi, dan kapabilitas kepala daerah dalam
melaksanakan fungsi-fungsi administrasi/manajerial, kepemimpinan, pembinaan, dan
pelayanan, serta tugas-tugas lain yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kepala
daerah®®.

Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas untuk
menyampaikan persepsinya masing-masing, sekaligus membuat strategi yang
terencana untuk mencapai tujuan otonomi daerah. Berdasarkan pertimbangan
tersebut, desentralisasi harus dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dalam
penyelenggaraan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas harus
dilaksanakan secara integral dan terpadu sebagai subsistem pemerintahan negara
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia®*.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pun terus berkembang di berbagai aspek,
namun demikian ada salah satu aspek yang masih menjadi perdebatan diatara

kalangan ahli hukum, yakni kedudukan wakil Gubernur/Walikota/Bupati yang
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selanjutnya disebut sebagai wakil kepala daerah. Merujuk pada Pasal 18 ayat (4)*°
Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 menentukan adanya jabatan Gubernur,
Bupati, dan Walikota tetapi tidak menenentukan jabatan wakil kepala daerah. Di Pasal
lain justru menentukan secara eksplisit adanya jabatan Wakil Presiden yaitu “Dalam
melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden’*®.

Jabatan wakil kepala daerah tidak pernah disinggung ketika perubahan materi
Bab VI tentang pemerintahan daerah yang dibahas dalam sidang panitia Ad hoc untuk
Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 pada tahun 2000. Pada
saat rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dibahas pada tahun
2004, Harun Al-Rasyid menyatakan bahwa jabatan wakil kepala daerah itu
inkonstitusional. Sebagai pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat seharusnya
jabatan wakil kepala daerah itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun
1945 karena apabila tidak diatur maka jabatan itu memang tidak diperlukan dan tidak
perlu diadakan dalam undang-undang?’.

Konsep pemerintahan daerah di negara lain sebenarnya tidak menggunakan
wakil dalam pemerintahan di daerahnya, contohnya saja di Amerika Serikat,
Australia, dan Kanada, Gubernur sebagai pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat

(elected official), juga tidak memiliki wakil yang sama-sama dipilih. Kebutuhan

teknis akan adanya wakil, dipenuhi dengan cara pengangkatan wakil gubernur yang

15 Jimly Asshiddigie, Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945, Sinar
Grafika, Jakarta, 2009, him. 59.

18 1bid, him. 59

17 Jimly Asshiddigie, Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945, Sinar
Grafika, 2009, Jakarta, him. 59



disebut ‘Leutenant Governor’ (Deputy atau Vice Governor) sebagai “orang kedua”
dalam kekuasaan pemerintahan negara bagian, yang dalam bahasa Indonesia dapat
diterjemahkan dengan istilah Wakil Gubernur juga. Akan tetapi jabatan Wakil
Gubernur ini tidak diisi melalui pemilihan umum (election), melainkan melalui
pengangkatan (appointment) atas usul Gubernur®.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memang tidak menuliskan sama sekali
jabatan wakil kepala daerah, dalam Bagian Ketiga paragraf 2 Pasal 63 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “Kepala
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dapat dibantu oleh wakil
kepala daerah”®® dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang?°:
“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan
kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

secara langsung dan demokratis”?.,
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Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, kepala daerah memiliki peran
penting. Tidak dapat dipungkiri, saat ini kepala daerah sebagai daerah yang otonom
memiliki peran yang menentukan dalam pemerintah daerah. Kewenangan besar yang
dimiliki kepala daerah akan menentukan pembangunan dan kesejahteraan daerah
berdasarkan prakarsa masing-masing daerah. Bisa dikatakan, keberhasilan
pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah akan ditentukan oleh
kepala daerah yang memimpin. Untuk itulah, diperlukan kepala daerah yang
berkualitas. Namun, dalam melaksanakan kewajibannya, kepala daerah juga harus
dibantu oleh wakil kepala daerah??. Wakil kepala daerah ialah wakil dari pucuk
pimpinan (kepala daerah) di suatu wilayah pemerintahan. Sesungguhnya wakil kepala
daerah punya kedudukan yang setara dengan kepala daerah dalam menjalankan roda
pemerintahan, terkecuali dalam penentuan kebijakan. Dalam melaksanakan tugas,
wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Wakil kepala daerah
menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah
meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya
selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

Keberadaan seorang wakil kepala daerah pada prinsipnya bertujuan untuk
membantu meringankan tugas-tugas dari kepala daerah. Wakil seharusnya merupakan
"orang kepercayaan" atau tangan kanan dari kepala daerah yang memiliki suatu

keterikatan secara emosional satu sama lain. Kepercayaan ini akan didapat apabila
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seorang kepala daerah bisa memilih secara bebas wakilnya tanpa terikat kepada suatu
sistem atau manajemen yang bersifat memaksa?®,

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
menjelaskan bahwa wakil kepala daerah memiliki tugas membantu kepala daerah
dalam: memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah, mengoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan
dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, memantau dan mengevaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
provinsi bagi wakil gubernur, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan,
dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota, memberikan saran dan pertimbangan
kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah, melaksanakan tugas
dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau
berhalangan sementara.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan
bahwa tugas dan fungsi wakil kepala daerah ialah:

(1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas:

a. membantu kepala daerah dalam:

23 Said Igbal Saputra, Peran Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kota
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)

©)

1. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah;
2. mengoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan
dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan
4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau
desa bagi wakil bupati/wali kota;
b. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam
pelaksanaan pemerintahan daerah;
c. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah
menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala
daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yangdiberikan
oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
wakil kepala daerah menandatangani pakta integritas dan bertanggung jawab

kepada kepala daerah.

10



(4) Wakil kepala daerah wajib melaksanakan tugas bersama kepala daerah hingga
akhir masa jabatan.

Posisi wakil kepala daerah sangatlah strategis kalau dilihat dari tugas dan fungsi
kepala daerah yang begitu besar, peran dan fungsi wakil kepala daerah sangat penting
dalam pemerintahan lokal. Tentu dalam melaksanakan tugas dan fungsi seorang
kepala daerah yang memimpin di tingkat provinsi dan sekaligus pula sebagai wakil
pemerintah di tingkat provinsi, keberadaan wakil kepala daerah sangat diperlukan dan
sangat urgen dengan melihat tugas dan fungsi kepala daerah yang memiliki dua fungsi
dan tugas sekaligus serta membutuhkan perencanaan yang matang serta tindakan yang
cepat pula. Sehingga jika terjadi kekosongan kepala daerah ataupun wakil kepala
daerah, maka jabatan tersebut harus segara diisi.

Pengisian jabatan tersebut tentunya harus dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, pengisian jabatan kepala
daerah sekarang dilakukan berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang, yang dalam ketentuannya Gubernur dan Wakil Gubernur
dipilih langsung oleh rakyat. Begitu juga dengan bupati dan wakil bupati, wali kota
dan wakil walikota yang dipilih langsung oleh rakyat.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

11



Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah yang
menjadi alternatif untuk menjawab hiruk-pikuk, gaduh, kisruh, dan jeleknya proses
maupun hasil pilkada. Pemilihan wakil kepala daerah menjadi kebutuhan mendesak
yang berguna untuk mengoreksi sesegera mungkin segala kelemahan dalam
pemilihan kepala daerah di masa lalu. Pemilihan wakil kepala daerah bermanfaat
untuk menegakkan kedaulatan rakyat atau menguatkan demokrasi lokal, baik pada
lingkungan pemerintahan (governance) maupun lingkungan kemasyarakatan (civil
society).

Dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga mengatur mengenai pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Mekanisme pengisian jabatan untuk wakil kepala
daerah diatur dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada), yang berbunyi sebagai
berikut:

(1) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena
meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil
Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme
pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan
dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.

(2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang

calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan

12



Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih
dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berasal dari calon
perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau
diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota
dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

(4) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil
Walikota dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan
terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon
Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Mengacu pada penjelasan tugas wakil kepala daerah di atas maka dalam
menyelenggarakan pemerintahan daerah seorang wakil kepala daerah memiliki peran
yang akan membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga
jabatan tersebut harus ada dan apabila terjadi kekosongan maka jabatan tersebut harus
segera diisi. Pengisian jabatan wakil kepada daerah yang kosong belum diatur secara
tegas, pengisian jabatan wakil kepala daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah.
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Selanjutnya dari uraian Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dapat dipahami bahwa Pasal
tersebut hanya mengatur pengisian jabatan apabila wakil gubernur, wakil bupati, dan
wakil walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, diberhentikan.
Pengisian kekosongan jabatan wakil yang disebabkan oleh naiknya wakil gubernur,
wakil bupati, dan wakil walikota menggantikan gubernur, bupati, dan walikota tidak
diatur secara eksplisit dalam rumusan Pasal a quo. Hal ini sebenarnya telah
mengakibatkan terjadinya ketidak pastian hukum dalam pelaksanaan pemerintahan
secara demokrasi.

Seandainya pun kekosongan jabatan tersebut diisi dengan mekanisme pemilihan
oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari partai
politik pengusung, belum tentu memiliki kesamaan visi dan misi dengan wakil kepala
daerah yang menjadi kepala daerah. Pengisian jabatan wakil kepala daerah mengalami
proses yang sangat panjang, berbelit-belit dan terjadi kegaduhan politik sehingga
menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga hal ini akan berakibat pemerintahan
berjalan secara tidak efektif, yang tentunya hal ini sangat merugikan warga masing-
masing daerah.

Mekanisme pengisian wakil kepala daerah telah diatur dan diakomodir dalam
undang-undang. Adapun wakil kepala daerah yang berhenti, atau diberhentikan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

pengisian jabatan wakil kepala daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
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perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah?*. Pengisian jabatan wakil
kepala daerah seharusnya diisi karena akan berdampak pada penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Salah satu dampaknya ialah ketika kepala daerah berhalangan maka yang harus
menggantikan posisi tersebut adalah wakilnya. Begitu pula dalam aspek lainnya akan
sangat berdampak dari jalannya roda pemerintahan daerah. Pasal 65 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa
dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara,
wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah. Artinya
kepala daerah dalam hal ini jika berhalangan maka akan digantikan oleh wakilnya
sehingga wakil kepala daerah harus secepatnya diisi dan tidak boleh dibiarkan begitu
saja kosong dalam waktu yang lama. Tidak adanya aturan yang jelas mengenai batas
waktu pengisian jabatan wakil kepala daerah memberikan suatu ruang untuk menunda
bahkan tidak mengisi jabatan tersebut. Disisi lain ada sebuah implikasi baik secara
yuridis bahkan berimplikasi kepada masyarakat karena pada prinsipnya pemerintah
selaku wakil rakyat merupakan pelayan, yang jika terjadi kekosongan akan merugikan
masyarakat baik dalam pelayanan maupun yang lainnya.

Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dalam penyelenggaraan
pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008

tentang Kementerian Negara bertugas membantu Presiden dalam menjalankan tugas

2% pasal 89, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244
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dibidang pemerintahan dalam negeri?®. Bahwa Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam

Negeri juga telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang

Kementerian Dalam Negeri, sejalan dengan hal tersebut Kementerian Dalam Negeri

telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri dan telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015.
Bahwa organisasi dan tata kerja Kementerian Dalam Negeri terdiri atas®:

1. Sekretariat Jenderal;

2. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;

3. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;

4. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;

5. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;

6. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa;

7. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah;

8. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

9. Inspektorat Jenderal;

10. Badan Penelitian dan Pengembangan;

11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan

12. Staf Ahli.

% Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

% peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Dalam Negeri dan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015
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13. Staf Khusus

Terhadap Pengisian jabatan wakil kepada daerah yang kosong memang
Kementerian Dalam Negeri belum secara tegas mengatur dalam suatu produk hukum,
pengisian jabatan wakil kepala daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah yakni Pasal 176 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
(UU Pilkada), dimana selaku Pembina Pemerintahan Daerah maka Kementerian
Dalam Negeri selalu menghimbau kepada Kepala Daerah dan DPRD yang daerahnya
terjadi kekosongan Wakil Kepala Daerah untuk melakukan percepatan mengingat
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah satu paket dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, terkait Pengisian
Jabatan Wakil Kepala Daerah, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam
bentuk tesis dengan judul: “Kewenangan Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah
yang Kosong Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah”

1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana pengisian jabatan wakil kepala daerah yang kosong menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku?

17



2. Bagaimana kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam mendorong percepatan
pengisian jabatan wakil kepala daerah yang kosong menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian yang terdapat pada rumusan masalah di atas maka yang
menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengisian jabatan wakil kepala daerah yang
kosong menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Kementerian Dalam Negeri
dalam mendorong percepatan pengisian jabatan wakil kepala daerah yang kosong

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis
maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis penelitian ini ditujukan kepada kalangan akademisi dan juga
kepada masyarakat secara umum. Bagi akademisi, baik di tingkat daerah maupun
pusat, penelitian ini bisa bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran terutama bagi
yang berminat dalam studi Hukum Administrasi Negara maupun Tata Negara.

Khususnya yang berhubungan dengan permasalahan pengisian jabatan wakil
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gubernur dan wakil bupati/wakil walikota sebagai kepala pemerintah daerah
provinsi dan kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945
dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan
praktisi, baik politisi, pembuat undang-undang maupun pengambil keputusan di
pemerintahan pusat dan pemerintah daerah, penegak hukum, pencari keadilan
serta masyarakat umum untuk melakukan penemuan hukum yang mendukung
terjadinya pemenuhan keadilan bagi masyarakat untuk mengambil langkah dalam
mengatasi jabatan publik serta dapat memberikan pemikiran baru terutama terkait

permasalahan pengisian jabatan wakil kepala dearah di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan
konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.
Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; Sistematis adalah
berdasarkan suatau sitem, sedangkan konsisten berarti tidaknya hal-hal yang
bertentangan dalam suatu kerangka tertentu?’. Jadi, inti dari metode penelitian dalam
setiap penelitian adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian

hukum itu dilakukan?®. Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat

27 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Ul Press 1986, him. 42.
28 Bambang Waluyo, Penelitian dalam Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, him. 17.
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memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan?®.
Sedangkan cara penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk
mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

Penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research), untuk mencari
kebenaran koherensi. Dalam penelitian ini dilakukan pemeriksaan yang mendalam
terhadap fakta-fakta hukum yang selanjutnya digunakan dalam menjawab isu hukum.
Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam

penyusunan tesis ini.

1.6 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif (yuridis normative) dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum
normative yakni penelitian yang dilakukan dengan menganalisis permasalahan yang
ada dalam penelitian ini melalui pendekatan terhadap terhadap asas-asas hukum®,
serta mengacu kepada norma-norma hukum vyang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan penulisan ini, sedangkan
penelitian hukum empiris sebagaimana yang dikatakan Soejono Soekanto Penelitan
hukum sosiologis atau empiris yang terdiri dari®': Penelitian terhadap identifikasi

hukum (tidak tertulis) dan Penelitian terhadap efektivitas hukum.

2 Satjipto Rahardjo, Pengantar llmu Hukum, Alumni, Bandung: 1986, him. 106.
30 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, him. 105
31 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, him.14
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1.7 Pendekatan Masalah
Yuridis Empiris yaitu suatu penilitian yang secara deduktif dimulai analisa
terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undang yang mengatur terhadap
permasalahan di atas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang
mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder.
Sedangkan bersifat Empiris maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk
memperoleh pengetahuan Langsung tentang hubungan anatara satu peraturan dengan
peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.
Dalam kaitannya dengan penelitian normatif empiris di sini akan digunakan
beberapa pendekatan, yaitu:
a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah suatu pendekatan
yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan peraturan
perundang-undangan serta peraturan organik lain yang berhubungan dengan objek
penelitian®?.
b. Pendekatan analisis hukum (analythical approach)
Dalam pendekatan ini, seorang peneliti akan menelaah mengkaji secara mendalam
atas bunyi teks sebuah peraturan perundang-undangan dan juga putusan-putusan

pengadilan.

32 Johnny lbrahim, Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publising, Malang, Jawa
Timur, 2007, him 300
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c. Pendekatan peraturan perundangan
Dalam pendekatan ini seorang peneliti akan berpijak pada aturan-aturan hukum
dan putusan pengadilan. Peneliti akan mencoba mengkaji keberlakuan sebuah

aturan perundangan.

1.8 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk
menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktek dan kebiasaan yang
ada dalam masyarakat®®. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, deskriptif karena
dalam penelitian ini dipaparkan analisis yuridis Pengisian Wakil Kepala Daerah
Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Bersifat analistis, karena terhadap data yang diperoleh itu dilakukan analisis data
secara kualitatif. Penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-
undangan (Statue Approach) dalam melakukan pengkajian untuk menemukan

kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

1.9 Sumber Data
Sumber data sekunder adalah sumber data yang terlebih dahulu dikumpulkan
dan dilaporkan oleh orang diluar penyelidik sendiri walaupun yang dikumpulkan itu

sesungguhnya merupakan data yang asli yang terlebih dahulu perlu diteliti

33 Kontrajaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta: 1985, him. 19.

22



keasliannya®. Penelitian hukum normatif yang menititik beratkan pada studi

kepustakaan dan berdasarkan pada data sekunder, maka sumber bahan hukum yang

digunakan dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti
Undang-Undang, dan lain-lain, yang dalam penelitian tesis ini terdiri dari
berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan Pengisian Kekosongan Jabatan
Wakil Kepala Daerah diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Menjadi Undang-Undang;

34 Winarno Surakhman, Pengantar IImiah: Dasar, Metode dan Tehnik, Tarsito. Bandung: 1998, him. 63

23



5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam
Negeri;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Dalam Negerti;

b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan
pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer, yang terdiri
dari buku-buku; jurnal-jurnal; majalah-majalah; artikel-artikel; dan berbagai
tulisan lainnya.

c. Bahan hukum tertier yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : Kamus Besar Bahasa

Indonesia dan Kamus Hukum.

1.10 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik penelitian

kepustakaan (library research). Teknik Penelitian kepustakaan yakni dilakukan
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pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang merupakan buku-buku, jurnal,
dokumen-dokumen, serta sumber teoritis lainnya. Dalam penelitian ini Pada tahap
awal pengumpulan data, dilakukan inventaris seluruh data dan atau dokumen yang
relevan dengan topik pembahasan. Selanjutnya dilakukan pengkategorian data-data
tersebut berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Data tersebut

selanjutnya dianalisis dengan metode analisis yang sudah dipilih®.

1.11 Analisis Data

Bahan hukum diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis
yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang diperoleh dan disusun
sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Dan kesimpulan yang diambil dengan
menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar hal-
hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus®. Menguraikan
bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtut dan
logisa dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi
bahan-bahan hukum dan pemahaman hasil analisa. Komprehensif artinya, analisa
dilakukan secara mendalam dan dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup
penelitian. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik
deskriptif, mendeskripsikan bahan-bahan dengan cara mengkonstruksikan hukum

dan argumentasi, yang selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan pada alasan-

3 Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, him. 6
% Hardijan Rusli, Metode Penelitan Hukum Normatif: Bagaimana?”, Law Review Fakultas Hukum
Universitas Pelita Harapan, Volume V No.3 Tahun 2006, him. 50
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alasan yang bersifat penalaran hukum, yakni dengan mengemukakan doktrin dan

asas-asas yang terkait dengan permasalahan

1.12 Sistematika Penulisan
Dalam penulisan tesis ini sistematika pembahasan dalam penelitian dan
tersusun adalah sebagai berikut:

Bab |, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

Bab I, berisi tentang tinjauan pustaka yang berisi dari kerangka teori dan kerangka
konseptual.

Bab 111, berisi Tinjauan umum Pemerintahan Daerah, Bentuk Pemerintah Daerah dan
Lingkungan Pemerintah Daerah, Demokrasi, Pemilihan Kepala Daerah,
Pengertian Wakil Kepala Daerah dan Tugas serta fungsi Wakil Kepala
Daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Bab IV, berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengisian jabatan wakil
kepala daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan Kewenangan
Kementerian Dalam Negeri dalam percepatan pengisian jabatan wakil
kepala daerah sesua peraturan peundang-undangan.

Bab V, berisi kesimpulan dan saran.
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